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Motto 

 

                                     

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

 Ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

 

 

Jadikan masa lalu sebagai peringatan, 

Masa sekarang sebagai cobaan dan 

Masa depan kesuksesan. 
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ABSTRAK 

 

Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam 

(Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) 

oleh Ulan Apriyani NIM 212 313 8471. 

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana 

tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau 

di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Adapun tujuan yang ingin penulis 

capai adalah Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan 

bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Untuk 

mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif agar dalam hasil penelitian memperoleh gambaran yang jelas pada 

pelaksanaan pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung 

Melayu Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan 

dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kerbau yang terjadi di 

Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berbentuk 

syirkah inan dan secara pengelolaan masih ada pengelola yang menghianati 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kerbau. 

 

.  

Kata kunci: sistem bagi hasil, pengelolaan kerbau, Kelurahan Kandang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia semenjak mereka berada dimuka bumi merasa perlu akan 

bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah. Agar manusia 

dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt 

menunjukkan kepada manusia jalan kerja sama ekonomi yang harus 

memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan terhadap 

harta, terdapat hak orang lain yang juga harus diberikan.
1
 

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan 

norma-norma muamalat. Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara 

Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang 

lainnya.
2
 Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil 

(kerjasama antara 2 pengelola kerbau yang kemudian keuntungan dibagi 

secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan). 

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia dan selalu mengutamakan prinsip 

keadilan, kejujuran dan Islam mempersilakan untuk beraktivitas ekonomi 

                                                           
1
 Idris, Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44 

2
Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h..6 

1 
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sebebas- bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian 

besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.
3
 

Praktek bagi hasil pengelola kerbau merupakan salah satu contoh bentuk 

kerja sama yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Kandang Kecamatan 

Kampung Melayu. Kelurahan Kandang  merupakan sebuah Kelurahan yang 

masyarakatnya hampir secara keseluruhan beragama Islam dan hanya 

beberapa saja keluarga yang beragama non muslim itupun bukan penduduk 

asli masyarakat Kelurahan Kandang. Di Keluahan Kandang ini mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai nelayan dan buruh harian, tetapi sebagian 

masyarakat Kelurahan Kandang mempunyai usaha sampingan yaitu beternak 

kerbau. Beternak Kerbau menjadi usaha sampingan bagi penduduk Kelurahan 

Kandang untuk menambah kebutuhan hidupnya. Di Kelurahan Kandang 

kurang lebih mempunyai 12 kandang yang berbeda pengelola dan pemilik. 

Bukan hanya kaum laki-laki yang bisa beternak kerbau tapi wanita atau ibu-

ibu ikut membantu suaminya untuk mengelola usaha ternak kerbau tersebut.  

Akan tetapi dalam prakteknya ada kandang yang mempunyai masalah 

yaitu kurang adilnya pembagian pengelolaan kerbau. Salah satunya di dalam 

1 kandang  masing-masing pihak mempunyai kerbau, di antaranya dua 

pengelola dan satu hanya memberi modal tidak ikut mengelola. Satu orang  

yang hanya memberikan modal tersebut menyerahkan seekor kerbau untuk di 

kelola oleh 2 pengelola. Ketentuannya adalah apabila kerbau itu sudah besar 

dan melahirkan seekor anak kerbau maka pemilik modal akan memberikan 

                                                           
3
Ika Yunia Fauziah, Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33 
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setengah hasil dari anak kerbau tersebut kepada 2 pengelola tersebut dan 2 

pengelola itu sepakat akan membagikan samarata atas hasil yang akan mereka 

dapatkan dari hasil pengelolaan kerbau tersebut. 

Dalam pengelolahannya biaya pemeliharaanya di tanggung oleh pengelola. 

Kegiatan  proses pengelolaan peternakan kerbau, para pengelola sepakat akan 

membagi hasil dari pengelolaan peternak kerbau yang mereka peroleh akan 

dibagi sama ratakan, tetapi berjalannya waktu ternyata bagi hasil mereka 

tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga membuat salah satu dari mereka di 

rugikan, dan hal ini sudah terjadi berlangsung sejak lama. Menurut pengelola 

salah satu pihak ia melakukan pekerjaan lebih berat dari pada yang satunya 

dan menurut salah satunya lagi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu 

sama. 

Dengan melihat permasalahannya ini maka penulis tertarik untuk 

mengamati ketidak adilan yang terjadi dalam praktek bagi hasil di Kelurahan 

Kandang khususnya para peternak kerbau yang sudah mereka lakukan sejak 

lama. Dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dan 

menghindari diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia 

yang bisa dapat merugikan orang lain.
4
 

Selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah dengan 

mengambil judul "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari 

Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung 

Melayu Kota Bengkulu)". 

                                                           
4
Ika Yunia Fauzia, Prinsip dasar... h. 12 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas di 

dalam tugas ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap 

pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota 

Bengkulu? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang dapat 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam 

terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang 

Kota Bengkulu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang praktek bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang. 

Dan diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam sistem bagi 

hasil khususnya dalam bidang muamalah. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran baru 

pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil khususnya 

tentang sistem bagi hasil dalam Islam. Serta menjadi rujukan dalam 

penyelesaian masalah prilaku masyarakat dalam sistem bagi hasil 

pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang. 
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E. Penelitian Terdahulu 

1. Dalam sebuah penelitianskripsi Adilah Husniyati tahun 2013dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing 

Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung”.
5
 Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa praktek akad yang dilakukan oleh pemodal dan 

pengelola, dengan menggunakan analisa akad mudharabah, sebab kedua 

belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerjasama. 

Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah 

menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas dan alasanya 

pembagian keuntungan yang dilakukan diawal perjanjian masih terdapat 

kemungkinan muncul risiko-risiko di masa mendatang. Dari penelitian 

terdahulu yang ada. Skripsi terdahulu membahas tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima Kambing Di Desa 

Surusunda Kecamatan Karangpuncung”, dan sedangkan peneliti berjudul 

"Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam 

(Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota 

Bengkulu)". Namun yang membedakan dengan peneliti adalah, peneliti 

menggunakan analisa akad syirkah dan sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan akad mudharabah dan gharar kemudian dari segi 

pembagian keuntungan, praktek bagi hasil paro lima kambing di desa 

surusunda kecamatan karangpucung kabupaten cilacap masih 

mengandung unsur  gharar. 

                                                           
5
Adilah Husniyati. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil paro Lima 

Kambing Di Desa Surusunda Kecamatan Karangpuncung. Skripsi ini diterbitkan, Fakultas 

Syariah Universitas Islam  Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013 
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2. Skripsi Anisatur Rohmatin tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”.
6
 Hasil penelitian ini Dalam 

kerjasama timbul beberapa persoalan yang menjadikan dari syarat, rukun 

kerjasama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang 

tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih 

dalam pembagian hasil. Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada 

aturan yang baku membuat timbul perselisihan dan persengketaan, tetapi 

pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwuk 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

syarat Islam.Yang membedakan dengan penelitian saya adalah untuk 

judul penelitian terdahulu"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati)”. Sedangkan saya berjudul "Sistem Bagi Hasil 

Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan 

Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)".Penelitian 

terdahulu membahas tentang apakah bagi hasil sesuai dengan adat istiadat 

atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan 

syarat islam dan sedangkan yang membedakan dengan peneliti adalah 

apakah bagi hasil pengelolaan di Kelurahan Kandang telah mendapatkan 

bagi hasil yang adil atau belum yang sesuai konsep ekonomi Islam. 

                                                           
6
Anisatur Rohmatin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lahan Tambak 

(Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi ini diterbitkan, Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan proses penelitian dan 

pengumpulan data serta penyususnan mendapatkan data yang sesuai dan 

akurat , maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan 

data deskriptif, yang berupa data-data terhadap pengelolaan kerbau di 

Kelurahan Kandang. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang 

terkait dengan bagi hasil akan dikaji secara menyeluruh dan 

mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam 

tentang fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala 

yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kandang yang terletak di 

JL. Melinjo RT 02 RW 01 Kecamatan Kampung Melayu Kelurahan 

Kandang Kota Bengkulu. Dipilih peneliti untuk dijadikan tempat 

penelitian karena disinilah tempat  peneliti untuk mengetahui praktek 

bagi hasil pengelola kerbau. 
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3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data bisa 

diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti 

diperoleh dari dua sumber, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
7
 Dengan 

pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Data ini diperoleh langsung melakukan wawancara 

pada masyarakat Kelurahan Kandang khususnya para pemilik dan 

pengelola kerbau. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.
8
 Fungsi sumber 

data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data 

pelengkap sebagai bahan pembanding. Data pelengkap yang 

dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi orang 

lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media 

massa, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

                                                           
7
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 29 

8
Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), h. 92 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu  

menggunakan beberapa metode diantaranya adalah : 

a. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang 

diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 

Penulis melakukan Pengamatan kegiatan yang terjadi, orang yang 

terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan 

oleh para pelaku yan diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. 

Observasi dilakukan langsung di Kelurahan Kandang terhadap 

pemilik dan pengelola kerbau.. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung 

melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara mengandalkan 

diri pada pertanyaan-pertanyaan. Interview perlu dilakukan sebagai 

upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan 

informasi atau data secara langsung.
9
 Untuk mendapatkan data 

secara langsung maka yang menjadi sasaran informan adalah 

pengelola dan pemilik kerbau yang berjumlah  6 pengelola dan 3 

pemilik 

                                                           
9
Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h.129 
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c. Metode Dokumentasi  

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti 

mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, 

transip, buku, agenda, dan sebagainya. 

5. Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh hasil yang lengkap dan setelah data-data 

terkumpul, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari 

orang-orang atau subjek itu sendiri.Sehingga pada kesimpulan akhir, 

dapat diperoleh suatu data yang rill yang dapat di analisa dengan 

Pmudah,kemudian ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah penulisan maka pembahasan akan 

disusun secara sisitematis sesuai turutan dengan permasalahan yang ada : 

BAB I: Berisi pendahuluan yang menjelaskan pola dasar pemikiran 

bagi keseluruhan isi yang meliputi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, 

metode penelitian, dan yang terakhir adalah sisitematika 

penulisan. 
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BAB II: Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan 

mengenai tinjauan umum tentang bagi hasil menurut 

ekonomi Islam yang meliputi pengertian bagi hasil, 

pengertian nisbah bagi hasil, karakteristik syirkah yang 

terdiri pengertiansyirkah,  rukun dan syarat-syarat syirkah, 

macam-macam syirkah dan ekonomi Islam. 

 BAB III : Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum 

Kelurahan Kandang. Mengetahui letak geografis, keadaan 

demografi, dan  keadaan pendidikan Kelurahan Kandang 

guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat 

terhadap pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya dalam kegiatan bagi hasil. 

BAB IV: Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori 

dan data yang telah penulis peroleh. Maka akan di uraikan 

dalam bab ini meliputi sejarah pengelolaan kerbau di 

Kelurahan Kandang, pelaksanaan pengelolaan dan bagi 

hasil dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi 

hasil di Kelurahan Kandang. 

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang 

memuat uraian  kesimpulan yang berisi jawaban atas 

pokok-pokok permasalahan dan juga berisi saran-saran 

yang akan berguna bagi penyusun pada khususnya dan 

pihak-pihak lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Bagi Hasil 

 Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara 

definitif bagi hasil diartikan, “distribusi beberapa bagian dari laba pada 

para pegawai dari suatu perusahaan”
10

Menurut Antanio bagi hasil adalah 

suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dalam 

pembagian usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dengan 

pengelola (mudharib).
11

Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem bagi hasil adalah sistem 

dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan 

kegiatan usaha. 

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi sercara proposional 

antara shahibul maal dengan mudharib. Semua pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan 

mudharib dapat dimasukan kedalam biaya operasional. 

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib 

sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit 

                                                           
10

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 105 
11

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani 

Press, 2001), h. 90 

12 
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disebutkan dalam perjanjian awal.
12

Penentuan bagi hasil yang berlalu 

dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
13

 

a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung rugi 

b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua bela pihak 

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 

adanya kerelaan (An-Taradhim) dimasing-masing pihak tanpa 

adanya unsur paksaan. 

d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan 

sekitarnya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian 

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan. 

2. Pengertian Nisbah Bagi Hasil 

Nisbah, adalah: 1) rasio atau perbandingan, rasio pembagian 

keuntungan (bagi hasil) antara shahibul al-mal dan mudharib, 2) angka 

yang menunjukan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara 

nisbah, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan 

dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. 

                                                           
12

Muhammad, Manajemen Bank Syariah......h. 102 
13

Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah.......... h. 96-97 
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Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan 

diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko 

bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya 

berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena 

seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib dan shahibul mal. 

Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.
14

 Hal-

hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu: 

a. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk 

nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50 : 

50, 70:30, atau 60:40.  

b. Bagi keuntungan dan bagi rugi. Ketentuan diatas itu merupakan 

konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, 

yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty 

contracts). Dalam kontar ini, return dan timing cash flow kita 

tergantung pada kinerja sektor nilainya. Bila laba bisniadisnya besar, 

kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba 

bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila 

bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, 

pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi 

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan 

                                                           
14

Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah..., h. 99 
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mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan nisbah 

saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila 

bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi 

berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. 

c. Jaminan. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya 

Karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan 

kontrak mudharabah, maka shahibul maal tidak perlu menanggung 

kerugian. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak 

perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, 

sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.Jelas hal ini konteknya 

adalah business risk. Sedangkan untuk character risk mudharib pada 

hakikanya menjadi wakil dari shahibul maal, sehingga wajiblah 

baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, 

kelalainan, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu 

melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam prilakunya 

yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati atau 

dia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus 

menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya 

sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. 

d. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. 

Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar 

antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian angka 
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nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dll. Namun para ahli 

fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan. 

e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara 

menyelesaikannya adalah: 

1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan 

merupakan perlindungan modal. 

2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok 

modal.  

Untuk pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di kelurahan 

Kandang, teori yang lebih cocok diterapkan antara teori syirkah dan 

mudharabah adalah teori syirkah. Meskipun teori tersebut sama-sama 

bergerak dalam bidang usaha pengembangan modal dengan sistem bagi hasil  

tetapi terdapat perbedaan yang  cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya. 

Pertama mengenai modal, dalam mudarabah modal berbentuk uang, 

atau emas tunai, sedangkan dalam syirkah mengakhiri kapan saja. Inilah yang 

menjadi perbedaan mendasar. 

Kedua, bila dalam syirkah kerugian ditanggung oleh masing-masing 

pihak, dalam mudarabah kerugian ditanggung sepenhnya oleh mudharib, 

karena ada dasarnya mudharabah adalah pinjaman sedangkan syirkah adalah 

persekutuan, oleh sebab itu menjadikan teori syirkah sebagai teori yang cocok 

terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengelolaan kerbau di kelurahan 

Kandang Kota Bengkulu.  
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B. Karakteristik Syirkah 

Perkembangan bisnis Islam dewasa menelami kemajuan yang sangat 

pesat, khususnya yang bergerak di sector financial, lembaga perbankan 

syariah, asuransi syariah, pusat modal syariah dan reksadana syariah, 

sehubungan dengan itu konsep- konsep fiqh muamalah menjadi penting, 

karena ia menjadi pedoman dalam operasional lembaga-lembaga keuangan 

tersebut. Di antara konsep fiqh muamalah yang cukup penting adalah syirkah 

atau kerjasama usaha. 

Konsep syirkah inilah yang menjadi perbedaan utama antara lembaga 

keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional.  Konsep syirkah 

yang di dalamnya juga termasuk mudharabah merupakan instrument penting 

dalam moneter dan keuangan Islam dan konsep inilah yang menggantikan 

sistem bunga dalam institusi keuangan. 

Dalam ekonomi syariah bagi hasil (profit and loss sharing) yang kemudian 

menjadi jantung dari sector moneter Islam, bukan bunga. Karena 

sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang 

memiliki kefitrahan untung dan rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang 

memaksa agar hasil usaha  selalu profit. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada 

hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. 

Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang 

dipraktekkan dalam perekonomian. Salah satu skim bagi hasil yang sangat 

popular di dunia perekonomian komtemporer adalah syirkah. 
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1. Pengertian Syirkah 

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campuran 

atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksudnya 

percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan 

harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.
15

 

Definisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama sebagai berikut:
16

 

a. Menurut Hanafiah: Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad 

(perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan 

keuntungan. 

b. Menurut Malikiyah: Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan 

tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang 

berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk 

melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih 

tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. 

c. Menururt Syafi‟iyah: Syirkah menururt syara‟ adalah suatu 

ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang 

atau lebih secara bersama-sama. 

d. Menurut Hanabilah: Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama 

dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf. 

                                                           
15

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 99  
16

Ahmad  Wardi Muslic, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 340-341 
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e. Dalam kamus Al-Mu‟jam Al-Wasith di kemukakan: Syirkah 

adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan 

suatu perbuatan secara bersama-sama.
17

 

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, 

kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang 

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. 

2. Rukun dan Syarat Syirkah 

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama 

Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab 

ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.
18

 

Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun 

yang melekat dalam pembiayaan musyarakah: 

o Sighat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau 

lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan 

tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. 

o Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah 

harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga 

berupa asset-aset perniagaan seperti property, perlengkapan dan 

lainnya. Madzhab Syafi‟i dan Maliki mensyaratkan modal yang 
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 Ahmad  Wardi Muslic, Fiqh Muamalat ……..h. 340-341 
18

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.127 
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disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak 

terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak 

mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.
19

 

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut 

Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini. 

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan 

harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua 

syarat, yaitu: 

1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus 

dapat diterima sebagai perwakilan. 

2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan 

diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan 

lain-lain.
20

 

b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini 

terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: 

1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari 

alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal, rupiah. 

2) Yang dijadikan modal (harta pokok) akad ketika akad syirkah 

dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. 

c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa dalam 

mufawadhah disyaratkan: 

1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama. 
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Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 213 
20

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah ….. h. 103 
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2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafala. 

3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, 

yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. 

d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan 

syarat-syarat syirkah mufawadhah. 

 Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang 

yang melakukan akad ialah merdeka, baliq, dan pintar. 

 Syafi‟iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya 

hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal. 

 Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun 

syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan 

objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah, 

dijelaskan Idris Ahmad berikut ini: 

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-

masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan 

harta itu. 

2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing 

mereka adaah wakil yang lainnya. 

3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak 

masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang 

lainnya. 

Beberapa syarat musyarakah menurut Ustmani yang dikutip As-

arya, antara lain: 
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a. Syarat akad, karena musyarakah merupakan hubungan yang 

dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati 

bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: 

1) Syarat berlakunya akad  

2) Syarat sahnya akas (shahih) 

3) Syarat terealisasinya akad (nafadt) 

4) Syarat lazim yang harus dipenuhi, misalnya, para mitra 

usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus 

dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya 

tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru dan 

sebagainya.
21

 

b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian 

keuntungan proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal 

berikut: 

1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha 

harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum 

ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah. 

2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha 

harus ditetapkan sesua dengan keuntungan nyata yang 

diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan 

modal yang disertai. Tidak diperbolehkan untuk 

menetapkan keuntungan untuk mitra tertentu, atau tingkat 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh MuamalahIslam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 221 
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keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal 

investasinya. 

c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi 

keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum 

Islam sebagai berikut: 

1) Imam Malik dan Imam Syafi‟I berpendapat bahwa 

proporsai keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi 

modal yang mereka sertakan. 

2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan 

dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. 

Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi 

sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh 

melebihi proporsi modalnya.
22

 

d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa 

setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi 

investasinya. 

e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat 

bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam 

bentuk likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya 

dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan 

kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus 
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dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam 

bentuk natura. 

f. Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah 

bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam 

manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun 

demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen 

perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan 

mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari 

musyarakah. 

g. Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah 

satu peristiwa terjadi, yaitu:
23

 

1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah 

kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada 

mitra yang lain mengenai hal ini. 

2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah 

masih berjalan, kontrak dengan orang meninggal tetap 

berakhir/dihentikan. Ahli waris memiliki memiliki pilihan 

untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak 

musyarakah. 

3) Jika salah satu menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak 

mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah 

berakhir. 

                                                           
23

 Dede Rosyada, Ekonomi Muamalat (Jakarta:Kodi Provinsi Dki Jakarta, 2009), h. 85 



25 
 

Secara umum, akad syirkah akan dikatakan sah jika memenuhi 

beberapa syarat sebagi berikut.
24

 

1) Akad syirkah harus harus bias menerima wakalah (perwakilan), 

setiap patner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-

masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan 

perannya. Dalam syirkah, setiap partner mendapat izin dari pihak 

lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner 

merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad syirkah harus bias 

diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam syirkah harus bisa di spread 

sehinggaa masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu 

masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk 

menjalankan bagiannya). 

2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner 

mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa 

dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-

masing partner. 

3) Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa 

disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya Rp. 

500.000,00 untuk masing-masing partner), karena hal ini 

bertentangan dengan konsep syirkah untuk berbagi dalam 

keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan. 
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a. Syarat khusus dalam syirkah al Amwal 

Pertama, mayoritas ulama sepakat bahwa ra‟sul mal (modal) 

dalam syirkah harus dihadirikan ketika melakukan kontrak atau 

akan menjalankan bisnis. Modal tidak bisa berupa hutang, karena 

maksud dari diadakannya syirkah adalah untuk mendapatkan 

keuntungan, dan hal ini tidak bisa dicapai tanpa dengan melakukan 

bisnis, bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya modal. 

Adapun pencampuran modal, bukanlah merupakan syarat, 

karena akad syirkah bisa terjadi dengan akad, bukan dengan harta, 

untuk itu tidak dipersyaratkan pencampuran harta sebagimana 

dalam mudharabah.Akad syirkah merupakan kontrak untuk 

menjankan usaha, dan didalamnya mengandung makna wakala, 

perwakilan terdapat dilakukan atas dua harta sebelum dilakukan 

pencampuran, begitu juga dengan syirkah. 

Kedua, ra‟sul mal dalam syirkah berupa uang, bukan berupa 

komoditas yang mungkin akan berbeda nilainnya, ini merupakan 

kesepakatan ulama 4 madzhab. Jika berupa komoditas, maka akan 

susah untuk melakukan perhitungan, terutama dalam pembagian 

keuntungan. Menurut imam malik, ra‟sul mal dalam syirkah tidak 

disyaratkan berupauang namun bisa berupa dinar, dirham ataupun 

komoditi, baik sesame jenis atau beda jenis, tapi bisa ditentukan  

kadarnya dengan alasan, syirkah bisa dilakukan, syirkah bisa 

dilakukan atas modal dengan kadar yang jelas. 
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b. Syarat khusus dalam syirkah al mufawadlah 

Madzhab Hanafiyah memberikan syarat khusus dalam 

syirkah al mufawadlah sebagai berikut: 

1) Bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah harus 

kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan  

atau pertanggungan (wakalah dan kafalah), karena dalam 

syirkah al-mufawadlah, tiap mitra memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. 

2) Mitra memiliki persamaan kontribusi modal dalam syirkah, 

bik kadar atu nilainya, dari awal sampai akhir kontrak 

kerjasama. Syirkah al-mufawadhal dibangun dengan dasar 

persamaan. 

3) Ra‟sul mal (modal) yang diserahkan masing-masing mitra 

harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan 

dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu 

mitra tidak bisa masuk dalam  akad karena ada perbedaan, 

maka syirkah ini tidak bisa dinamakan dengan al-

mufawadlah. Intinya, ra‟sul mal yang dikontribusikan oleh 

mitra memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan  

secara besama-sama dalam akad. 

4) Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk 

masing-masing mitra. 
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5) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil 

kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya bisa 

dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu, Abu Hanifah dan 

Muhammad mensyaratkan agar syirkah ini dilakukan 

dengan sesama muslim, tidak bisa dilakukan dengan orang 

kafir. Karena, mungkin orang kafir akan melakukan bisnis 

yang tidak bisa dijalankan oleh muslim, seperti 

perdagangan narkotika atau minuman keras. Berbeda 

dengan Abu Yusuf, al-mufawadlah bisa dijankan dengan 

orang kafir, karena persamaan keduanya yang memiliki 

ahliyah untuk menerima wakalah dan atau kafalah. 

c. Syarat khusus dalam syirkah al A’mal 

Jika syirkah al-a‟mal dibangun dengan konsep al-

mufawadlah, maka harus dipenuhi syarat khusus yang 

disebutkan dalam syirkah al-mufawadlah. Jika syirkah al-a‟mal 

dibangun dengan dasar al‟inan, maka syarat dalam  syirkah al-

mufawadlah tidak harus dipenuhi, namun mitra dalam syirkah 

harus orang yang memiliki kompeten dan ahliyah untuk 

menjalankan wakalah. 

d. Syarat khusus dalam syirkah al wujuh 

Jika syirkah al wujuh dilakukan dengan konsep al-

mufawadlah, maka mitra yang bergabung harus memiliki 

kopetensi dan ahliyah untuk menjalankan al-kafalah. Keduanya 
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berkewajiban untuk menanggung separo dari harga objek 

syirkah, begitu juga dengan  keuntungan  yang didapatkan, 

harus dibagi secara sama diantara mitra. Jika syirkah dilakukan 

dengan dasar ai-I‟nan, maka tidak diperlukan syarat-syarat 

sebagimana disebutkankadar kewajiban dan hak berdasarkan 

kontribusi yang diberikan.
25

 

3. Dasar Hukum Syirkah 

a. Landasan hukum syirkah dari al Quran sebagaimana yang 

disebutkan dalam surat An-Nisa‟: 12 

          

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu… 

                  

                   

                   

               

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud 

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.QS Shad: 

24
26
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b. Selain itu hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi: 

لُ  ْْ ِ يَْ ْ يِ هالَنَْ يَُ يْ  ََ ُ  ُنَُ : إىَِّ اّللَّ توَاَ لىَ يقَُ  ِ بَُِ    َ  َ  ًَاَ الَُِ    اَّ

ِِوَاٍ َ ِ َ   َ اىَ    َ َ  جْتُ هِيْ بَْ ٌِ

“Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang 

yang bersyarikat selama salah satu di antara mereka berdua 

tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di 

antara mereka berkhianat, maka aku keluar darinya”. (HR.Abu 

daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
27 

 

ا َ  َّ مَ َ لاَ لاَّ  ََ لَّ َ َ   هَا  لْحُ جَا ئذُِ بَْ يَ  لْوُسْلوِِ يَ إلِاَّ صُلْحَّ  لَصُّ

ّْ  َ َ لَّ َ َ    مَّ  ِِنُ إلِاَّ اَْ  طَّا  َ  َّ مَ َ لاَ لاَ  َ  َّ لْوُسْلوُِْىَ عَلىَ اُُ  ّطِ  
Artinya: perdamian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 

perdamaia yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram dan kaum muslin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haramkan.
28

 

 

c. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma‟ bahwa mayoritas 

ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam 

wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang 

keabsahan (boleh) hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagi ulama 

hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan 

jenis syirkah  yang lain.
29

 

Akad syirkah kalanya hukumnya shahih ataupun fasid. Syirkah 

fasid adalah akad syirkah dimana salah satu syarat yang telah 

disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat terpenuhi, maka syirkah 

dinyatakan shahih. 
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Hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah 

a. Hukum tentang keuntungan 
30

 

1) Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha harus diketahui 

dengan jelas jumlahnya secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempertegas dasar kontrak syirkah agar tidak mengarah 

kepada perselisihan pada waktu alokasi keuntungan atau 

penghentian kontrak syirkah. Masing-masing partner harus 

mengetahui jumlah saham dan proporsi (nisbah) keuntungan, 

misalnya 20%, 50% dan sebaginya. 

2) Pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan 

jumlah modal masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang 

mitra yang menyetor modal 1000 dinar, berbeda bagian 

keuntungannya dengan mitra yang menyetor 500 dinar. Maka 

pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah. 

3) Seorang mitra tidak dibenarkan menetukan bagian 

keuntungannya sendiri pada awal komtrak, karena hal itu 

mereduksi dasr dan filosofis syirkah serta melanggar prinsip 

keadilan. 

4) Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, pembagian 

keuntungan tidak harus proporsional terhadap modal sebagian 

ketentuan di atas. Hal ini bila mitra membuat syarat-syarat 

tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasrkan pada 

                                                           
30

 Dede Rosyada, Ekonomi Muamalat,,,, h. 95-96 



32 
 

pandangan bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil modal, 

melainkan hasil dari modal dan kerja. Bila salah satu mitra 

lebih berpengalaman atau memiliki skill dari mitra yang lain, 

dibolehkan bagianya untuk mensyaratkan bagian tambahan dari 

keuntungan untuk sebagai kompensasi dan kerjanya lebih 

banyak. 

b. Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para 

mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam 

modal. Dalam hal musyarakah yang berkelanjutan atau jangka 

panjang di perbolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya 

bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa 

berikutnya. 

4. Macam-macam Syirkah 

Bentuk kerjasama bisnis (bukan dengan lembaga keuangan) 

syariah yang sampai saat ini direkomendasikan adalah: 

a. Syirkah al-wujuh 

Syirkah al-wujuh adalah penggabungan antara dua orang 

atau lebih dengan modal dari pihak ketiga (shahibul mal = share 

holder = pemegang saham = persero). Kontrak kerja sama antara 

dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam 

bisnis tanpa modal.
31

 Orang-orang bersyirkah dalam al wujuh ini 

diserahi kepercayaan mengelola penggunaan modal dalam bisnis 
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termasuk diperbolehkan membuat kesempatan pembagian 

keuntungan di antara mereka (shahibul mal dan pengelola). 

Syirkah al wujuh bisa dilakukan dengan al inan atau al- 

mufawadlah, sehingga akan berlaku hak, kewajiban atau aplikasi 

hukum yang melekat di dalamnya. Syirkah al wujuh hanya boleh 

dilakukan dengan konsep al inan, bukan al-mufawadhah. Dengan 

alasan, karena ada unsur gharar di dalamya. Setiap mitra memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab financial yang sama, dan mungkin 

tidak akan mampu ditanggung oleh mitra lainnya, hal inilah yang 

merupakan gharar.
32

 

b. Syirkah Qiradh 

Syirkah Qiradh adalah mempercayakan pengelolaan uang 

sebagai modal usaha kepada orang lain yang mampu berbisnis. 

Pembagian keuntungannya sesuai perjanjian yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak sewaktu terjadinya aqad. 

c. Syirkah abdan 

Syirkah abdan adalah akad yang disepakati oleh dua orang 

atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan 

bersama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama 

sesuai dengan kesepakatan.
33

 Kerja sama ini misalnya dalam 

pembuatan rumah. Di sana ada tukang kayu, tukang batu, tukang 

besi, tukang cat, dan kulu-kuli bangunan. Syirkah ini sering pula 
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disebut syirkah amal. Mereka mendapatkan keuntungan (upah) 

sesuai dengan keterampilan dan keahlian masing-masing yang 

sesuai dengan kesepakatan mereka. 

Jika syirkah al-a‟mal dilakukan dengan dasar al-mufawadhah, 

maka setiap mitra memiliki kewajiban yang sama, begitu juga 

ketika dibangun dengan dasar al-inan. Setiap mitra memiliki 

kewajiban untuk menangani bisnis/ pekerjaan begitu juga dengan 

tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Namun demikian, al 

mufawadhah dalam konteks ini tidak berlaku secara mutlak, hanya 

berlaku dalam hal tanggung jawab dan penyelesaian pekerjaan, 

selebihnya berlaku hukum al- „inan. 

Jika seorang mitra memiliki kewajiban financial yang 

berhubungan dengan kebutuhan pribadinya, maka kewajiban ini 

tidak bisa dilimpahkan kepada mitra lain. Kewajiban financial 

hanya sebatas tanggung jawab pekerjaan yang ditanggungnya dari 

keseluruhan bisnis yang dijankan. 

Keuntungan yang dihasilkan dibagikan berdasarkan tanggung 

jawab pekerjaan, bukan berdasarkan kinerja yang dihasilkan. 

Ketika mitra sakit, maka bisa dibicarakan dengan mitra lain terkait 

dengan pembagian keuntungan. Namun demikian, mitra tetap 

berhak mendapatkan upah seimbang dengan tanggung jawab 

pekerjaan yang demikiannya, sehingga ketika ia sakit, ia bisa 

menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakannya, dan ia tetap 
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mendapatkan bagian keutungan proporsional dengan tanggung 

jawab kerja yang dimiliki. 

Pembagian keuntungan dapat berbeda diantara mitra, jika 

mereka membuatnya sebagai syarat dalam kontrak. Mitra 

diperbolehkan mendapatkan upah yang lebih sebanding dengan 

tanggung jawab kerja yang diambilnya. Begitu juga dengan 

pembagian risiko, yakni sebanding dengan tanggung jawab kerja.
34

 

d. Syirkah Mudharabah 

Syirkah mudharabah adalah persetujuan antara pemilik 

modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik 

modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya 

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
35

 Sebagaimana Islam 

membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya dalam 

usaha-usaha yang mubah, demikian pula sikap Islam terhadap 

seorang muslim yang menyerahkan modalnya kepada orang lain 

untuk sebuah usaha baik berupa perusahaan perdagangan, industri 

manufaktur, industri jasa dan sebagainya. Dalam praktek bisnis, 

model syirkah mudharabah ini sering dikenal dengan mitralaba 

dalam bisnis retail. 

 

 

 

                                                           
34

Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah ... h. 217-221 
35

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 134 



36 
 

e. Syirkah Inan 

Syirkah inan adalah kerja sama dalam berusaha dimana 

persero atau pemegang saham masing-masing menyerahkan 

uangnya untuk dijadikan modal usaha. Mereka bersekutu untuk 

mengembangkan modal tersebut. Dengan demikian mereka sama-

sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya mendapat 

laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya rugi. 

Aspek keadilan seperti inilah yang harus dijunjung tinggi dalam 

setiap kerja sama. 

Kerja atau partisipasi para mitra dalam usaha perniagaan 

musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak boleh ada 

begitu mitraa pun yang abstain dan tidak memberikan kontribusi 

kerja. Tetapi, kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat, 

dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari 

mitra lain, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian 

keuntungan tambahan bagi dirinya.
36

 

Keuntungan  yang didapatkan harus dikuantifikasikan, hal ini 

untuk mempermudah pendistribusian dan mencegah terjadinya 

sengketa. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi 

keuntungan di antara para mitra. Menurut madzhab Maliki dan 

Syafi‟I, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara 

proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetor, tanpa 
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memandang kinerja yang disumbangkan oleh masing-masing 

mitra. Dengan alasan keuntungan merupakan manifestasi/ hasil 

dari modal, karenannya ia harus proporsional. 

Pembagian keuntungan dapat berbeda di antara mitra, jika 

mereka membuatnya sebagai syarat dalam kontrak.Ini merupakan 

pendapat Madzhab Hanafi dan Hanabali. Argumentasi ini 

didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah buah  dari 

interaksi antara modal dan kerja. Hal ini dikarenakan salah satu 

mitra mungkin lebih berpengalaman, berkompeten atau expert dari 

yang lain. Untuk itu, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi 

dirinya suatu bagian tambahan  dari keuntungan sebagai ganti dari 

sumbangan kerja yang lebih banyak. 

Jika terjadi kerugian, ulama sepakat bahwa kerugian harus 

dibagi di antara mitra secara proporsional terhadap saham masing-

masing dalam modal. Jika modal syirkah rusak sebelum 

dijalankannya akad, maka akad dinyatakan batal. 

Mitra diperbolehkan untuk menginvestasikan modal syirkah 

dengan pihak ketiga pihak ketiga dengan akad mudharabah, ini 

menurut Hanafiyah. Dengan alasan, mitra dalam syirkah berhak 

merekrut karyawan dengan gaji untuk menjalankan bisnis, baik 

bisnis itu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Untuk itu, akad 

mudharabah lebih diperbolehkan, dengan catatan mudharib (pihak 
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ketiga) tidak akan mendapatkan bagian jika bisnis yang dijalankan 

dengan akad mudharabah itu tidak mendatangkan keuntunga. 

f. Syirkah Mufawadhah 

Dalam syirkah ini, bahwa salah satu dari orang yang 

berserikat itu mendelegasikan semua pengelolaan uang dan 

aktivitas jual beli, menjual, membeli, mengadakan pinjaman 

(mudzarahbah), menugaskan seseorang, menggadaikan, perjalanan 

dagang dan lainnya kepada teman sekutunya, kemudian 

keuntungannya dibagi di antara mereka berdua sesuai kesepakatan 

keduanya dan kerugiannya dibagi sesuai dengan jumlah uang 

keduanya.
37

 

Hukum  yang telah disebutkan dalam al-inan, berlaku juga 

dalam al-mufawadlah merupakan bentuk khusus dari al-inan. 

Namun, dalam al-mufawadlah terdapat beberapa hukum yang 

khusus. Di antaranya, masing-masing mitra memiliki kewajiban 

yang sama dalam hal menanggung beban hutang yang ditimbulkan 

akad syirkah, serta kewajiban financial lainnya. 

5. Syirkah Antara Pemilik-Pemilik Modal 

Sebagaimana Islam telah membenarkan seorang muslim 

menggunakan uangnya secara perorangan dalam usaha yang mubah, 

dan sebagaimana dibolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan 

modalnya kepada orang yang ahli dengan cara mudharabah, maka 
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begitu juga Islam memberi perkenan kepada para pemilik modal untuk 

mengadakan syirkah dalam suatu usaha apakah berupa perusahaan atau 

perdagangan dan sebagainya. Sebab di antara pekerjaan-pekerjaan dan 

projek-projek ada yang sangat mebutuhkan banyak fikiran, tenaga dan 

modal sedangkan seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi 

dinilai banyak kalau bersama yang lain. 

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang 

atau masyarakat yang kiranya dapat melindungi seseorang dari 

marabahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau 

disertai dengan niat yang baik. Islam tidak hanya sekedar memberikan 

perkenan syirkah ini, bahkan akan memberkati pekerjaan tersebut 

dengan suatu pertolongan dari Allah di dunia ini dan pahala kelak di 

akhirat, selama dalam memutarkan roda pekerjaan ini mengikuti jalan 

yang dihalalkan Allah, tidak dengan riba, gharar, zalim dan khianat 

dengan segala macamnya. 

Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut:
38

 

يدَُالِله عَلَى ا اشرِ يْكَيْنِ ماَ لَمْ يَخُنْ أ حَدُ هُماَ صاَ حِبَهُ فإ ذَا خاَ نَ أَ حَدُ هُماَ صاَ 
ُ ماَ  (اا  قِطتى). حِبَهُ  ففََ  اَ عَ فَْ  

“Tangan Allah bersama dua orang yang bersyarikat selama salah 

satu pihak tidak berkhianat kepada yang lain, apabila salah satu 

pihak ada yang mengkhianati kawannya, maka tangannya itu akan 

ditarik dari keduanya”. ( Riwayat Daraquthni) 
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6. Syirkah Dalam Memelihara Binatang 

Ada satu macam muamalah yang berlaku di negeri ini khususnya 

di desa-desa, yaitu apa yang disebut syirkah dalam memelihara hewan 

ternak. Salah satu pihak membayar semua harga atau sebagiannya, 

sedangkan di pihak lain memelihara. Sesudah itu antara kedua belah 

pihak membagi hasil dan keuntungannya. 

Macam-macam bentuk syirkah binatang yaitu sebagai berikut: 

a. Syirkah semata-mata untuk tujuan dagang. Misalnya syirkah dalam 

memelihara anak lembu supaya gemuk, atau memelihara sapi dan 

kerbau untuk menghasilkan susu. Yang harus dipenuhinya dalam 

hal ini ialah pihak pertama harus membayar harga lembu, 

sedangkan pihak kedua memeliharanya. Sedangkan 

pembiayaannya seperti: makanannya dan minumannya, dari kedua 

belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Dan kalau dijual, 

nafakahnya itu dipisahkan dari harga penjualan, sedangkan sisanya 

dari keuntungan dibagi menurut perjanjian. Tidak adil kalau pihak 

dibebani nafkahnya, padahal dia tidak diberi imbalannya, 

sedangkan keuntungannya dibagi dua. 

b. Syirkah antara pihak pertama yang membayar harga binatang 

dengan pihak lain yang memberi nafakah dan memelihara, dengan 

imbalan dia dapat memanfaatkan air susunya atau dipergunakan 

membajak, menarik air dan menanam. Bentuk nafkah yang 

dikeluarkan oleh pihak kedua dan kemudian dapat 
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memanfaatkannya, itu tidak dapat diketahui keadilannya dan tidak 

ada peresuaianya dibanding dengan pihak kedua, bahkan di 

dalammya terdapat unsur kesamaran. Akan tetapi kami 

menganggap baik hal tersebut dan kesamaran-kesamaran sedikit 

tidak kami anggap, sebab ada dalil yang hampir ada persamaannya 

dengan itu dalam syariat Islam, yaitu tentang masalah gadai, 

apabila barang yang digadaikan itu berupa hewan yang mungkin 

dikendarai atau diambil air susunya. Adapun syirkah dalam hal 

anak lembu yang belum dapat diambil manfaatnya, baik tenaga 

maupun air susunya, atas dasar harga dari satu pihak sedangkan 

nafkahnya dari pihak lain, maka menurut kaedah Islam tidak 

dibenarkan. Sebab pihak lain yang mengeluarkan nafkah akan 

menderita kerugian sendirinya, tanpa ada imbalan baik tenaga 

ataupun air susunya. Sedangkan di pihak lain dapat mengambil 

keuntungan atas biaya pihak ke satu.
39

 

7. Hikmah Syirkah 

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang 

lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya 

kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang 

ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, 

tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah 
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kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena 

itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa 

saja dengan tetap memegang prinsip sebagaima tersebut. Maka hikmah 

yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, 

saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoism, 

menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan 

dan menimbulkan keberkahan dalam usaha berkhianat.
40

  

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maaidah ayat: 2 

                        

   

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.” 

8. Berakhirnya Syirkah 

Syirkah merupakan bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan dan 

masing-masing pihak yang melakukan kerja sama memiliki hak untuk 

membatalkan perjanjian, yaitu sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan 

pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas 

rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak akan keharusan 

untuk dilaksanakan apabilah salah satu pihak tidak 
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menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan 

kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf 

(keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang 

lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih 

dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. 

Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, 

apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam 

syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris 

yang bersangkutan. 

d. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros 

yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, 

maupun sebab yang lainnya. 

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa  lagi 

atas  harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan 

oleh ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah. Sedangkan 

menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan 

perjanjian. 

f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas 

nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi 

pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang 

menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap 
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setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan 

lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa 

modal, maka syikah masih dapat berlangsung dengan sisa 

kekayaan yang masih ada.
41  

C. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang 

mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang 

langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. 

Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. 

Ruang lingkup ekonomi meliputi  satu bidang perilaku manusia terkai 

dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama secara 

definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berprilaku 

mengorganisasi kegiatan ekonominya.
42

 

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin 

banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, 

sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai ajaran Islam. 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia 

merupakan bagian  tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. 

Sebagai derevasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti 

agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sitem kehidupan 

(way of life), dimana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat 
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aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang 

ekonomi.
43

 

2. Dasar Ekonomi Islam 

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi 

hanyalah sekedar trustee (pemegang amana). Oleh sebab itu, manusia 

harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk 

aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini 

tidak hanya bersifat mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, 

tetapi juga yang bersifat teologis  (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyyah). 

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu 

aspek akidah (tauhid), hukum (syari’ah), dan Akhlak. Ketika 

seseorang memahami tentang ekonomi Islam  dalam ketiga aspek 

tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua 

hal: 1) pemahamman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi 

ilahiyah; 2) pemahamman tentang ekonomi Islam yang bersifat 

Rabbaniyah.  

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok 

yang membangun struktur atau kerangka ekonimi Islam yang digali 

dari  Alquran dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagi 

pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. 
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Berikut ini prinsip dasar yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok 

yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam. 

a. Kerja 

Islam memerintakan setiap manusia untuk bekerja sepanjang 

hidupnya.Islam membagi wktu dua, yaitu beribada dan bekerja 

mencari rezeki.Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas 

kepemilikan sumber daya manusia.Secara umum, kerja berarti 

pemanfaatan sumber daya, bukan bukan hanya pemilikannya 

semata. 

b. Kompensasi 

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari 

implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan 

kompensasi atau imbalan.Islam mengajarkan bahwa setiap 

pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk 

mendapatkan imbalan. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga 

kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak 

mendapatkan upah, sewa dan keuntungan.
44

 

c. Kerja sama 

Prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi 

umat dengan saling menopang satu dengan lainnya membangun 

keswadayaan  masyarakat dan kelompok-kelompok  usaha mikro 

yang mandiri, berkelanjutan, mengakar di masyarakat dan 
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mengembangkan pemberdayaan social masyarakat yang terpadu 

dalam aspek usaha ekonomi produksi dan usaha kesejahteraan 

social pada berbagai kelompok masyarakat.
45

 

d. Kebebasan bertindak/berusaha 

Penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang 

professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang 

ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan 

Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. 

Sifat-sifat nabi yang yang dijadikan model tersebut terangkum ke 

dalam empat sifat utama, yakni siddiq, amnah, fathanah, dan 

tabliqh.
46
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KELURAHAN KANDANG 

KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU 

 

A. Keadaan Geografis 

Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan, dari 6 Kelurahan tersebut, ada 

1 Kelurahan dan 2 RT  yang akan saya teliti, yaitu RT 02 dan RT 01 

Kelurahan Kandang. 

Kelurahan Kandang dahulunya merupakan kelurahan dalam wilayah 

Kecamatan Selebar, namun sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 1 

Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan, Kecamatan Selebar 

dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dan Kecamatan 

Kampung Melayu terhitung sejak bulan Juli tahun 2005. 

Kelurahan Kandang termasuk dalam wilayah kecamatan Kampung 

Melayu. Oleh karena Kelurahan Kandang memiliki wilayah yang cukup luas, 

maka dimekarkan menjadi 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Kandang, Kelurahan 

Kandang Mas, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Teluk Sepang. 

Kelurahan Kandang terdiri atas 4 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun 

Tetangga (RT), dengan luas wilayah 216 Ha. Kondisi geografi Kelurahan 

Kandang dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Batas Wilayah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung 

Melayu Kota Bengkulu. 

Batas  Wilayah  Kecamatan  

Utara Kelurahan Kandang Mas Kampung Melayu 

Selatan Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu 

Barat Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu 

Timur Kelurahan Muara Dua Kampung Melayu 

Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015
47

 

Jarak Kelurahan Kandang dengan ibukota kecamatan lebih kurang sejauh 

5 Km, dan jarak dari ibukota Bengkulu lebih kurang sejauh 7 Km. Lurah 

sebagai kepala wilayah kelurahan yaitu sebagai pembina organisasi 

kemasyarakatan di kelurahan. Luas Wilayah Kelurahan Kandang yaitu 216 

hektar, yang sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, tepi 

pantai/pesisir, dan kawasan rawa yang mencapai 40 hektar. 

Kelurahan Kandang merupakan kelurahan yang rentan terhadap 

bahaya/bencana alam, karena berhadapan langsung dengan bibir pantai yang 

sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya seperti tsunami, angin puting beliung, 

banjir, badai, abrasi dan sebagainya. 

B. Keadaan Demografi 

 Jumlah penduduk Kelurahan Kandang Secara Keseluruhan 889 jiwa.
48

 

Daerah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena daerah ini banyak 

ditempati masyarakat dari perantauan yang bertujuan mencari nafkah dan 

mencari ilmu. 
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 Dari jumlah penduduk yang mendiami penduduk Kelurahan Kandang 

Kecamatan Kampung Melayu tersebut terdapat kepala keluarga sebanyak 258 

kepala keluarga (KK) yang ada dan terdata di data base kelurahan Kelurahan 

Kandang. Dari data yang diperoleh terdapat 236 kepala keluarga yang 

berjenis laki-laki sedangkan 22 berjenis kelamin perempuan.
49

 

C. Keadaan Pendidikan  

 Penduduk Kelurahan Kandang memiliki berbagai lapisan masyarakat, 

mata pencaharian yang ada dan masyarakat kelurahan kandang cukup 

mementingkan dalam pendidikan untuk meningkatkan satus ekonomi dalam 

bermasyarakat dan juga memiliki bermacam-macam status pendidikan yang 

terdiri sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Kelurahan Kandang berdasarkan Status 

Pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SD 46 

2 SMP 76 

3 SMA 112 

4 PERGURUAN TINGGI 24 

JUMLAH 178 

  Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015
50
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 Dilihat dari status pendidikan masyarakat Kelurahan Kandang berdasarkan 

kepala keluarga yang terdata dan terdaftar 46 orang yang tamat sekolah dasar 

(SD), adapun 76 kepala keluarga yang tamat SMP, 112 orang Tamat SLTA 

dan 24 orang  yang tamat perguruan tinggi.  

 Menurut status pendidikan yang ada di masyarakat ini banyak masyarakat 

yang tamat di SMA dan SMP, tetapi tidak mempengaruhi mereka dalam 

mencari mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 

Kandang yang rata-rata bermata pencaharian menjadi buruh. 

D. Keadaan Ekonomi 

 

Tabel 3 

Penduduk menurut pekerjaan 

No Nama Pekerjaan Jumlah Jiwa 

1 Petani/Nelayan 70 

2 PNS 19 

3 TNI/Polri 6 

4 Swasta 63 

5 Pedagang 21 

6 Buruh 79 

  Sumber: Arsip Kelurahan Kandang tahun 2015
51
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 Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut pekerjaan dapat 

diketahui bahwa 70 jiwa penduduk berpropesi sebagai petani/nelayan, 19 jiwa 

penduduk berpropesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),6 jiwa penduduk 

berpropesi sebagai TNI/POLRI, 63 jiwa penduduk berpropesi  sebagai 

pekerja swasta, 21 jiwa  penduduk berpropesi sebagai pedagang, 79 jiwa 

penduuk beroperasi sebagi buruh. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang 

Pada awalnya bapak Zainudin memelihara dua ekor kerbau dan selama 4 

tahun kerbau itu menghasilkan beberapa ekor anak kerbau. Karena itulah 

masyarakat Kelurahan Kandang memulai melakukan usaha sampingan yaitu 

memelihara kerbau. Setelah bapak Zainudin memelihara kerbau, bapak Repan 

mengikuti jejak bapak Zainudin untuk melakukan usaha ternak kerbau dan 

pak Repan cukup berhasil dalam mengelola kerbau. 

Pada awalnya di Kelurahan Kandang ada satu kandang kerbau dan 

terdapat kerbau sebanyak 2 ekor tetapi sekarang masyarakat Kelurahan 

Kandang memelihara kerbau sebagai usaha sampingan. Sekarang di 

Kelurahan Kandang sudah 12 kandang yang memelihara ternak kerbau. Dari 

jumlah 12 kandang, mempunyai sekitar 350 ekor kerbau.
52

 

B. Pelaksanaan Pengelolaan dan Bagi Hasil Kerbau di Kelurahan Kandang 

1. PengelolaanKerbau 

Di Kelurahan Kandang pemeliharaan ternak dilakukan dengan dua 

cara, ada pemeliharaan sistem kandang ternak dan juga pemeliharaan 

kerbau secara dilepaskan di hutan. 
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a. Sistem kandang ternak,
53

pemelihara mengandangkan kerbau ternak 

pada malam hari. Ketika pagi hari kerbau dilepaskan agar kerbau bisa 

mencari makan sendiri. Pada siang hari ada pengelola yang melakukan 

pengecekan ternak dan ada  juga yang tidak melakukan 

pengecekan.Pada sore hari pengelola menghidupkan api dan 

memberikan air di dalam ember besar dan setelah itu mereka 

memasukkan ternak kedalam kandang dan apabila ternak itu sudah 

cukup maka akan mengandangkannya tetapi kalau ternak itu tidak 

cukup maka pengelola mencari ternak tersebut dan apabila kerbau itu 

tidak ditemukan maka mereka akan membiarkan hewan ternak didalam 

hutan. 

b. Sistem pemeliharaan ternak secara dilepaskan, maka pengelola hanya 

melepaskan saja dan tidak memelihara dan hanya melakukan 

pengecekan setiap minggu ataupun setiap bulannya saja pada kerbau 

tersebut. Setelah 1 atau 2 tahun kerbau dilepaskan dan kerbau sudah 

gemuk maka ternak akan di kandangan kembali dan pembuatan 

kandang dilakukan oleh pengelola dan apabila terjadi keruskan  pada 

kandang maka pengelola yang memperbaiki kandang tetapi ada juga 

pemilik kerbau yang memberikan bantuan dana kerusakan kandang. 

Cara pengelolaan ketika kerbau melahirkan, pemelihara 

mengandangkan ternak yang sedang melahirkan agar anak kerbau tidak 

dimakan anjing. Dalam pemeliharaannya pengelola mencari rumput dan 
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memberikan makan ternak sehari 2 kali yaitu pagi dan sore agar malam 

hari kebau tidak kelaparan. Ketika anak kerbau sudah berumur 2 minggu 

sampai 1 bulan maka anak kerbau akan dilepaskan kembali untuk mencari 

makan sendiri dan pengelola tidak perlu lagi memberi makan kerbau. 

2. Bagi Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan Kandang, pada umumnya 

pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan kerbau pada masyarakat Kelurahan 

Kandang dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian secara lisan, dimana 

di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua pihak atau lebih, 

didorong rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong.  

Kerja sama yang dilakukan di Kelurahan Kandang, dalam melakukan 

pengelolalan terdiri dua cara: 

a. 1 pemilik dan 2 pengelola 

Seperti yang dilakukan bapak hendra sebagai pemilik sedangkan 

pengelola bapak sukardi dan bapak ludi. Bapak hendra sudah 

melakukan kerja sama ini sejak tahun 2005 dan bapakhendra 

melakukan kerjasama ini karena bapak hendra tidak mempunyai 

kemampuan dan lahan untuk memelihara kerbau.
54

 bapak 

hendramelakukan perjanjian awal secara lisan dengan bapak sukardi 

dan bapak Ludi akan membagikan hasil pengelolaan yang terdiri dari 

pemilik 50% dan kepada pengelola 50% dan pembagian hasil akan 

dilakukan ketika sudah 10 tahun dan melakukan perjanjian apabila 
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kerbau mati dan tidak menghasilkan maka pemilik dan pengelola tidak 

ada yang menanggung kerugian itu.
55

 

Bapak hendra memiliki 1 ekor kerbau untuk di kelolah oleh bapak 

sukardi dan bapak ludi.Bapak sukardi dan bapak ludi bergantian 

dalam memelihara ternak kerbau, kadang pagi- pagi bapak ludi 

melepaskan kerbau dari kandangnya untuk mencari makan dan 

sorenya bapak sukardi yang memasukkan kerbaunya untuk 

dimasukkan kedalam kandang tergantung dengan kesibukan masing-

masing dan setelah berjalannya waktu ternyata banyaklah bapak 

sukardi yang sering memelihara kerbau dan setiap sore memasukkan 

kerbau kedalam kandang dibandingkan dengan bapak ludi karena 

kesibukannya. Selama 10 tahun, kerja sama itu menghasilkan 7 ekor 

kerbau, dengan perjajian di awal akan membagikan hasil kerja sama 

setelah 10 tahun, mereka membagikan hasil kerja sama tersebut yang 

pembagianya 25% untuk bapak sukardi  dan 25% untuk bapak ludi. 

Jadi pengelola mendapatkan 3 ekor setengah dan pemilik 

mendapatkan 3 ekor setengah. 

Sesama pengelola membagikan hasil dari 3 ekor setengah, tetapi 

ternyata Bapak Sukardi mendapatkan 2 ekor kerbau dan bapak ludi 

mendapatkan 1 ekor setengahdengan alasan bapak Sukardi merasa 
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bahwa ia lebih banyak bekerja dibandingkan dengan bapak ludi.
56

 

Padahal di perjanjian awal pembagiaannya sukardi 25% dan ludi 25%. 

Sama halnya seperti yang peneliti temukan di lapangan yaitu 

perjanjian antara Bapak Apan pemilik  dengan Bapak Ronidan bapak 

Burhan sebagai pengelola.
57

 Bapak apan melakukan kerja sama sejak 

tahun 2011dan sudah hampir 5 tahun. Hal yang mendorong Bapak 

Apan melakukan kerja sama karena tidak mempunyai kemampuan 

dalam mengelola kerbau. Dalam bagi hasil bapak Apan, bapak Roni 

dan bapak burhan melakukan perjanjian yaitu pembagian hasil 

pengelolaan yang terdiri dari 50% untuk pemilik dan 50% pengelola, 

dan perjanjian juga berisi tentang akan membantu memberikan dana 

apabila terjadi kerusakan kandang. 

Pertamanya bapak apan memberikan dana untuk kerusakan 

kandang ternyata lama ia tidak memberikan dana dan ketika bapak 

apan tidak lagi memberikan dana apabila terjadi kerusakan kandang 

dan ketika kerbau mengalami sakit maka bapak roni yang 

mengeluarkan dana apabila terjadi kerusakan dan sedangkanbapak 

Burhan tidak ikut memberi dana dalam kerusakan.
58

 

Kerja sama itu menghasilkan 2 ekor kerbau, maka 1 ekor pengelola 

dan 1 ekor pemilik. Pengelola menjual hasil pengelolaannya untuk 

dibagikan sesama pengelola tetapi dan kerbau itu tejual dengan harga 

Rp 10.000.000. menurut perjanjian akan mendapatkan 25% yang 
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seharusnya Rp 5.000.000 ternyata bapak burhan mendapatkan hanya 

Rp 3.500.000 dengan alasan bahwa bapak burhan tidak membantu 

memberikan dana dalam kerusakan kandang dan juga pengobatan 

ketika kerbau sakit.
59

 

b. 1 pemilik dan 1 pengelola 

Dilakukan oleh Bapak Eko sebagai pemilik sedangkan Bapak 

Hermansebagai pengelola. Bapak eko dan bapak herman melakukan 

perjanjian secara lisan dengan pembagian 50% untuk pemilik dan 

50% untuk pengelola. Bapak eko memberikan kerbau 1 ekor kepada 

bapak herman untuk dikelola. Dalam kerja sama itu Bapak Eko 

mengatakan apabila kerbau melahirkan dan ketika terjadi kematian 

pada kerbau maka pemilik dan pengelola tidak ada yang menanggung 

beban kerugian.
60

 

Bapak herman melakukan melihara kerbau dengan cara pagi-pagi 

kerbau dilepaskan dan sore kerbau di kandangkan tertapi kadang- 

kadang kerbau 1 minggu tidak di kandangkan kembali tergantung 

dengan kesibukan bapak herman tetapi tidak sepengetahan pemilik.
61

 

Selama pengelolaan Bapak Eko tidak pernah mengecek hasil kerja 

sama itu dan bapak eko hanya mendapatkan pemberitahuan ketika 

kerbau melahirkan dan kalau kerbau itu mati. Ketika kerbau itu mati 

Bapak Eko tidak memastikan langsung apakah kerbau itu mati atau di 

jual karena bapak Eko percaya saja oleh bapak herman. 
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C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil 

Pengelolaan Kerbau Di Kelurahan Kandang 

Syariat Islam memperbolehkan bersekutu kerja sama bisnis (yang 

bersih dari interaksi riba atau harta haram) dalam keuntungan dan 

kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini sesuai perjanjian yang 

disepakati bersama. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, 

sepertiga, seperempat atau kurang dari itu. Sedangkan sisanya untuk yang 

lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila 

usahanya untung dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya 

tidak berhasil. 

Dalam kerja sama yang dilakukan di Kelurahan kandang sesuai 

dengan kerja sama dalam bentuk syirkah inan karena dalam syirkah inan 

mereka sama-sama akan memperoleh keuntungan apabila usahanya 

mendapatkan laba dan sama-sama menanggung kerugian apabila 

usahanya rugi dan dalam pengelolaan kerbau seharusnya pengelola tidak 

melepaskan langsung kerbau tetapi memeliharanya dengan  baik karena 

pemilik kerbau memberikan amanah untuk dikelola agar menghasilkan 

bukan untuk dilepas begitu saja dan seharusnya sebagai pemilik ia harus 

mengecek setiap bulannya atau pertahun apakah kerja sama yang 

dilakukan berjalan dengan lancar atau tidak karena kepercayaan yang 

diberikan belum tentu dilakukan dengan baik. 

Dalam kerja sama yang dilakukan oleh bapak Sukardi seharusnya 

menepati apa yang telah dijanjikan karena dalam pandangan Islam bahwa 
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orang yang menghianati perjanjian kerja sama yang telah dibuat, termasuk 

orang yang munafik sebagaimana sebagaimana dikemukakan oleh 

Rasulullah saw:
62

 

ثفََ ا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبفَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ جَْ فَرٍ عَنْ شُْ بَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  حَدَّ
ُ مَا عَنْ ال َّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َ ضِيَ اللَّهُ عَ فَْ

وَسَلَّمَ قاَلَ أَْ بَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مَُ افِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَْ بفََ ةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ 
مِنْ ال فَِّفَاقِ حَتَّى يدََعََ ا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدََ  وَإِذَا خَاصَمَ 

 فََ رَ 
“Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Khalid telah 

mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 

Sulaiman dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah bin 

'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah 

munafiq atau siapa yang memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu 

tabiat munafiq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dusta, 

jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khiyanat dan jika 

bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang. 

Betapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil dan itulah salah 

satu tantangan dalam bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha 

menaatinya, agar kemitraan bisnis itu membawa keselamatan dunia dan 

akhirat, sebaliknya menghianti kejujuran dan keadilan maka tunggu saja 

kehancuran baik di dunia maupun akhiratnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagi hasil pengelolaan kerbau ditinjau 

dari ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung 

Melayu Kota Bengkulu) dalam pembahasan ini maka dapat disimpulkan. 

Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Kelurahan Kandang Kecamatan 

Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan ekonomi Islam 

khususnya kerja sama dalam bentuk syirkah inan dan secara pengelolaan 

masih ada pengelol yang menghianati kepercayaan yang diberikan oleh 

pemilik kerbau. 

D. Saran 

Sebagai saran sebagai penyusunan skripsi ini, peneliti ingin 

mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem 

bagi hasil pengelolaan kerbau di Desa Kandang pada khususnya, umumnya 

kepada seluruh lapisan masyarakat. 

a. Kepada pemilik seharunya pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan 

hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti 

apabila terjadi sesuatu. 

b. Kepada pengelola hendaknya menjalankan apa yang menjadi hak dan 

kewajibanya dengan sungguh-sungguh 

c. Kepada toko masyarakat hendaknya memberikan saran kepada pihak yang 

melakukan perjanjian secara lisan dan juga ikut membantu apabila terjadi 

masalah. 
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